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BUPATI KEEROM

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang:

Mengingat

—

KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana
kegiatan dan anggaran tahun 2013 dengan keadaan terkini
dan agar dicapai pelaksanaan pembangunan yang optimal,
perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Keerom Tahun 2013 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Keerom Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Keerom Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 4 Tahun
2012 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Keerom Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...
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Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangu-nan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Percepatanp Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 04 Tahun 2009
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Lembaga Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 05 Tahun 2009
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Lembaga Lain;

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2009
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga;

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 13 Tahun 2009
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Dinas-Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Keerom
Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Keerom.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Bupati adalah Bupati Keerom;

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya  disebut  Renja-SKPD  adalah  dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kebupaten Keerom
sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan di Kabupaten Keerom;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
acuan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaiansasaran terukur pada program;

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik
tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan
dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
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BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Lampiran Peraturan Bupati Keerom Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Keerom Tahun 2013 diubah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

RKPD Perubahan Tahun 2013 merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang di mulai pada tanggal 1 Agustus
2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

RKPD Perubahan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJPD 2005-2025
Tahap II yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015
Tahun III yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya yang  bersifat indikatif, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

RKPD Perubahan Tahun 2013 disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BABII : EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2013

BABYV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

LAMPIRAN

Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013 adalah :

a.

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam
menyusun KUA dan PPAS serta dasar penyusunan RAPBD-P
Tahun Anggaran 2013;

. sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD

Tahun 2013.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Keerom Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) Kabupaten Keerom Tahun 2013, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 15 Oktober 2013
BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY

Diundangkan di Arso
Pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

RULLY I RIRIMASE,S.Sos
Penata
Nip. 19730915 200502 1 001



Ditetapkan di Arso
pada tanggal 15 Oktober2013

BUPATI KEEROM

YUSUF WALLY, SE, MM.



